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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 

4. Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Stándar 

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / 

Kota. 

 

Memperhatikan 
: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Majalengka Nomor 58/PK.01-BA/3210/4/2022 tentang 

Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Mingguan di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA 

 

KESATU : Membentuk Dan Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Majalengka, dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut : 

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum 

yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan 

mudah; 

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan 








